
 
 

 

 

 

BUPATI KAPUAS HULU 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  

NOMOR 82 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEMANFAATAN 

BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAPUAS HULU, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 

Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, 

maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Kapuas 

Hulu; 

Mengingat : 

 

 

 

 

 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara      Republik 

Indonesia Nomor 1820);  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2004/1TAHUN2004UU.htm


 
 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5533); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 

2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Daerah; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 

Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Daerah; 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN BARANG 

MILIK DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 



 
 

7. Barang milik daerah adalah semua barang  yang dibeli atau diperoleh 

atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

8. Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah. 

9. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola 

Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 

melakukan koordinasi pengelolaan barang  milik daerah. 

10. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Badan Keuangan Daerah 

yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. 

11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

barang milik daerah. 

12. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai 

Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang 

ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik 

daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 

13. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak 

digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau 

optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status 

kepemilikan. 

14. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam 

jangka waktu tertentu dan  menerima imbalan uang tunai. 

15. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang  antara 

pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah atau  antar Pemerintah 

Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan 

setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada 

Bupati. 

16. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah 

pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka 

waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau 

sumber pembiayaan lainnya. 

17. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah 

pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan 

cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, 

kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu 

tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali 

tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah 

berakhirnya jangka waktu. 

18. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah 

pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan 

cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan 

setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan 

oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. 

19. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI 

adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan 



 
 

penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

20. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK 

adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau badan usaha 

milik negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau 

penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

 

BAB II 

PEMANFAATAN 

Pasal 2 

(1) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh: 

a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk barang milik 

daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan 

b. Pengguna Barang  dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk 

barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan 

yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah 

dan/atau bangunan. 

(2) Pengelola Barang dibantu Pejabat Penatausahaan Barang melakukan 

penelitian administrasi terhadap barang milik daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berada pada Pengguna Barang 

dengan dilampiri surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa 

barang milik daerah yang menjadi objek Pemanfaatan tidak sedang 

digunakan atau tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi 

Pengguna Barang. 

(3) Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan 

persetujuan DPRD. 

(4) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan 

penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas 

Umum Daerah. 

 

Pasal 3 

(1) Pemanfaatan Barang milik daerah berupa: 

a. Sewa; 

b. PinjamPakai; 

c. KSP; 

d. BGS atau BSG; dan 

e. KSPI. 

(2) Pemilihan dan penetapan mitra pemanfaatan barang milik daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-

undangan. 

 



 
 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

(1) Ketentuan mengenai uraian Pemanfaatan barang milik daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas 

Hulu. 

 

 

Ditetapkan di Putussibau 

pada tanggal, 28 Desember 2017     

BUPATI KAPUAS HULU, 

 

 

A.M. NASIR 


